Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Ketua
Komisi Pemilihan Umum sebagai pimpinan lembaga wajib
membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan
informasi hukum di lingkunganya,;

bahwa  untuk efektivitas pelaksanaan  jaringan
dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan
Umum, perlu mengatur mengenai jaringan dokumentasi
dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang
selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan
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bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian
pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat,
mudah, dan cepat.

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIH Nasional
adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa
peraturan perundang-undangan atau produk hukum
selain peraturan perundang-undangan yang meliputi
namun tidak terbatas pada putusan pengadilan,
yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum,
buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum,
naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-
undangan.

Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang
terkandung dalam Dokumen Hukum.

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah
kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen
Hukum.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan
umum di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah
penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.

Pasal 2

JDIH KPU bertujuan untuk:

a.

menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum yang terpadu di KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota dan terintegrasi dengan Pusat JDIH
Nasional;

menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi
Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;

mengembangkan kerja sama yang efektif antara JDIH KPU
dengan Pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH Nasional
melalui pengintegrasian JDIH KPU kedalam Pusat JDIH
Nasional; dan

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik,
transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
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BAB II
ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 3

Organisasi JDIH KPU terdiri atas:

a. pusat JDIH; dan

b. anggota JDIH.

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan anggota JDIH Nasional.

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berada pada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi

di bidang hukum pada sekretariat jenderal KPU.

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri atas:

a. anggota JDIH di sekretariat KPU Provinsi merupakan
bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang
hukum; dan

b. anggota JDIH di sekretariat KPU Kabupaten/Kota
merupakan subbagian yang menyelenggarakan
fungsi di bidang hukum.

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a

bertindak sebagai pusat JDIH di lingkungannya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4
Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
bertugas melakukan perumusan kebijakan,

pengembangan, dan pengelolaan Dokumen Hukum dan

Informasi Hukum KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pusat JDIH melakukan pembinaan, pemantauan,

dan evaluasi pada anggota JDIH.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat
JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama
anggota JDIH Nasional;

b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang
dihadapi oleh anggota JDIH;

c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis
dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota
JDIH;

d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi
hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
dengan laman Pusat JDIH Nasional,

e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum;

f.  pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota;
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pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum;

pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum

kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;

i.  pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran,
serta penyebarluasan dan pengunggahan Dokumen
Hukum dan Informasi Hukum;

j- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi anggota JDIH; dan

k. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH KPU kepada

Pusat JDIH Nasional.

509

Pasal 5

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(4) bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi

dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja

masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan
penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh
unit kerja masing-masing;

b. pemanfaatan sistem informasi hukum yang
dikoordinasikan oleh pusat JDIH;

c. penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan unit
kerja masing-masing untuk mendukung pelaksanaan
tugas anggota JDIH;

d. penyediaan sumber daya manusia; dan

e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada
pusat JDIH.

Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pusat

JDIH dan anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU,

KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja

masing-masing.

Pembentukan pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau

KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola JDIH di KPU berkedudukan di biro yang
menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada
sekretariat jenderal KPU;

b. pengelola JDIH di KPU Provinsi berkedudukan di
bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum
pada sekretariat KPU Provinsi; dan

c. pengelola JDIH di KPU Kabupaten/Kota
berkedudukan di subbagian yang tugas dan
fungsinya di bidang hukum pada sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.

Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. tim pembina; dan

b. tim teknis.
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Ketentuan mengenai pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 7
Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada JDIH KPU
terdiri atas:
a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pemilihan
umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil
walikota;
peraturan KPU;
keputusan KPU;
keputusan KPU Provinsi;
keputusan KPU Kabupaten/Kota;
keputusan sekretaris jenderal KPU;
keputusan sekretaris KPU Provinsi,
keputusan sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
Dokumen Hukum dan Informasi Hukum lainnya.
Ketentuan mengenai Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i ditetapkan dengan Keputusan KPU.

FE® S0 Q0o

Pasal 8
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan
melalui:
a. manual; dan
b. media elektronik.
Pengelolaan secara manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan untuk Dokumen Hukum berupa
media rekam kertas.
Pengelolaan melalui media elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk
Dokumen Hukum yang telah dialihmediakan.

Pasal 9

Pengelolaan secara manual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana
perpustakaan hukum pada JDIH KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota.

Pengelolaan melalui media elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
mengunggah salinan Dokumen Hukum ke dalam laman
resmi pada JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten /Kota.

Pasal 10
Dalam melakukan pengelolaan melalui media elektronik,
pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
membangun sistem informasi hukum dengan

jdih.kpu.go.id



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

-7 -

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada
laman jdih.kpu.go.id.

Laman jdih.kpu.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIH Nasional.

Pasal 11
Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem informasi
hukum dikelola melalui metadata.
Sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai standar
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 12

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
dalam melakukan pengelolaan melalui media elektronik
menyebarluaskan dan mengunggah melalui laman JDIH
KPU.

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4) dalam melakukan pengelolaan melalui media elektronik
menyebarluaskan dan mengunggah melalui laman JDIH
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh Dokumen
Hukum dan Informasi Hukum melalui laman JDIH KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas

pengelolaan JDIH, pusat JDIH melakukan sosialisasi dan

bimbingan teknis JDIH pada anggota JDIH.

Selain sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH dapat:

a. melaksanakan rapat koordinasi;

b. mengikuti atau menghadiri kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pusat JDIH Nasional atau
anggota JDIH Nasional sesuai tingkatannya; dan

c. melakukan kunjungan kerja.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15
Pusat JDIH melakukan pemantauan dan evaluasi
pengelolaan JDIH.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-
waktu apabila dibutuhkan.
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaporkan kepada:
a. ketua KPU melalui sekretaris jenderal KPU; dan
b. Pusat JDIH Nasional setiap bulan Desember.
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Pasal 16

(1) Anggota JDIH dapat melakukan evaluasi terhadap
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
lingkungannya.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada:
a. pusat JDIH bagi anggota JDIH KPU Provinsi; dan
b. JDIH KPU Provinsi bagi anggota JDIH KPU

Kabupaten/Kota.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 17
Anggaran kegiatan JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dibebankan pada daftar isian pelaksanaan
anggaran KPU.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
tid.
MOCHAMMAD AFIFUDDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024
PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 799

Salinan sesuai dengan aslinya
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